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MULYADI  (B 111 10 276), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan 
Perjudian Online yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar, 
dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar, sebagai Pembimbing I dan 
Haeranah sebagai pembimbing II 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui modus operandi 
perjudian online dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya 
kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar, 
serta upaya penanggulangan terhadap kejahatan perjudian online yang 
dilakukan oleh anak di kota Makassar. 
Penelitian yang dilaksanakan di Polrestabes Makassar, serta 
penelitian dengan mewawancari para anak yang terlibat perjudian online 
serta mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang berhubungan 
dengan materi penulisan skripsi ini. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Modus Operandi 
perjudian online, sebagai berikut : Perjudian online dengan transaksi tunai 
dan Perjudian online dengan transaksi online, (2) Faktor-faktor penyebab 
kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak di kota Makassar, 
sebagai berikut: Faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor teknologi 
informasi dan faktor internal anak, (3) upaya penanggulangan perjudian 
online yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar ada tiga cara, yaitu : (a) 
Pre-emtif, kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan 
pengembangan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang 
bersifat produktif, konstruktif dan kreatif, (b) preventif, upaya ini dilakukan 
untuk meminimalisir kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak. 
(c) reprensif, upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emtif dan preventik 
tidak dapat mencegah seseorang untuk melakukan perjudian online. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa 
Negara Indonesia adalah negara hukum (recht staat). Karena Indonesia 
merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, maka idealnya 
kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya dan setiap orang 
dan perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. 
Kriminalitas adalah suatu masalah sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat.  Tingkat kriminalitas sekarang ini semakin meningkat baik 
dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini disebabkan oleh kemajuan di 
bidang ekonomi, teknologi, sosial dan budaya.  
Upaya pembangunan dan pembaharuan hukum harus dilakukan 
secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum 
dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. 
Instrument hukum baru dalam bentuk perundang-undangan sangatlah 
dibutuhkan sekarang ini. Karena sangat banyak undang-undang yang 
telah ketinggalan dan tidak dapat mengikuti zaman. Perundang-undangan 
baru ini dibutuhkan juga untuk membangun kesadaran dan pandangan 
masyarakat tentang tingkah lakunya. 
Kemajuan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan juga menjadi 
faktor yang menyebabkan perubahan cara berpikir, cara bertindak dan 
cara bersikap.  Perubahan sikap, pandangan dan orientasi masyarakat 
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inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap 
suatu tingkah laku. Pertanyaannya apakah perubahan sikap warga 
masyarakat ini dianggap lazim atau menjadi suatu tindakan yang tidak 
lazim bahkan dapat menjadi suatu tindak yang mengancam ketertiban 
sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong 
dalam kejahatan, sering kali memanfaatkan sarana teknologi informatika. 
Kejahatan yang menggunakan sarana teknologi informatika ini tergolong 
baru serta berbahaya bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. 
Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sedang marak dan 
sangat menghawatirkan adalah kejahatan perjudian online. Larangan 
perjudian diatur dalam Pasal 303 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) jo. Pasal 2 UU no. 7 tahun 1974 tentang Penertiban 
Perjudian. Untuk  perjudian online  diatur dalam undang-undang yang 
lebih khusus yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Anak merupakan penerus bangsa yang mempunyai hak dan 
kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan bangsa. Anak adalah 
aset negara yang bisa memajukan bangsa di masa depan. Bangsa ini 
akan rusak apabila anak yang jadi penerus bangsa ini sejak dini sudah 
menjadi pelaku tindak pidana. Oleh karena itulah harus ada suatu proses 
pendidikan kepada anak sehingga anak menjadi anak yang baik dan 
berguna bagi bangsa dan negara. 
Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu 
mendapat perhatian khusus mengenai perilakunya. Dalam masa beranjak 
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dewasa inilah anak rentan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sehingga 
bertindak buruk. Terkadang anak tidak mengetahui bahwa apa yang 
mereka lakukan merupakan sesuatu yang buruk yang dapat merugikan 
diri sendiri dan orang lain. 
Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dan 
salah satu kota besar di Indonesia, tentu tidak luput dari yang namanya 
tindak kejahatan. Dengan gampangnya akses menuju dunia teknologi 
informatika maka kejahatan cybercrime  tentu dengan mudahnya 
dilakukan, contohnya saja perjudian online. Kejahatan ini tidak saja 
dilakukan oleh orang dewasa, bahkan anak pun menjadi pelaku kejahatan 
ini baik secara sadar maupun tidak sadar.  
Pada dasarnya banyak upaya yang ditempuh oleh pemerintah dan 
para penegak hukum untuk mencegah dan menindak tindak pidana 
perjudian online ini, baik melakukan blokir kepada situs-situs yang menjadi 
arena judi ataupun meningkatkan sistem keamanan nasional sehingga 
situs-situs perjudian ini dapat dihentikan, bahkan dengan cara 
menghukum pelaku tindak pidana perjudian online ini.  Namun pada 
kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana perjudian online ini 
dimasyarakat. Hal ini disebabkan susahnya penegakan hukum dalam 
kasus perjudian online ini. 
Masalah perjudian online yang dilakukan oleh anak sangatlah 
bertentangan oleh norma-norma hukum, kesusilaan, adat istiadat dan 
agama pada bangsa Indonesia. Oleh karena itu haruslah ada usaha untuk 
menanggulangi tindak pidana perjudian online ini. Agar anak yang menjadi 
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penerus bangsa tidak rusak moralnya dan terciptanya rasa aman 
dimasyarakat, khususnya di wilayah Kota Makassar.  
Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merasa 
tertarik untuk mengangkat masalah tersebut sebagai penyusunan karya 
ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis 
Terhadap Kejahatan Perjudian Online yang Dilakukan Oleh Anak di 
Kota Makassar” 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakan modus operandi dari perjudian online? 
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan 
kejahatan perjudian online di Kota Makassar? 
3. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian online 
yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui modus operandi dari perjudian online. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak 
melakukan perjudian online di Kota Makassar. 
c. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penganggulangan 
terhadap anak yang melakukan perjudian online di Kota 
Makassar. 
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2. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 
manfaat sebagai berikut: 
a. Kegunaan Teoritis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 
kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang 
berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya dan 
hukum pidana pada khususnya. 
b. Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 
penjelaskan kepada instansi-instansi terkait, khususnya aparat 
penegak hukum untuk bagaimana melakukan upaya untuk 






1. Pengertian Kriminologi 
Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tentang kejahatan. Nama kriminologi yang dikemukakan oleh P. Topinard 
seorang ahli antropologi Perancis, secara harafiah berasal dari kata 
“crimen” yang berarti kejahatan atau penjatan dan “logos” yang berarti 
ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan 
atau penjahat.1 
Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi 
sebagai berikut : 2 
a. Edwin H. Sutherland : criminology is the body of knowledge 
regarding delinquency and crime as social phenomena 
(Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas 
kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala social). 
b. W.A. Bonger : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 
c. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan menentukan faktor-faktor  yang menjadi sebab-
musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. 
                                                             
1 Topo Santosao dkk, Kriminologi, 2010, hlm. 9 
2 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, 2010, Hlm. 2 
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d. WME. Noach : kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang 
menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak 
senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya. 
2. Ruang Lingkup Kriminologi 
Ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, 
yakni :  
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making 
laws). 
b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws), dan 
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the 
breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan 
kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga 
reaksi terhadap “calon” pelanggaran hukum berupa upaya-
upaya pencagahan kejahatan (criminal prevention). 
Proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) adalah; 
a. Definisi kejahatan 
b. Unsur-unsur kejahatan 
c. Relativitas pengertian kejahatan 
d. Penggolongan kejahatan dan  
e. Statistic kejahatan. 
Etiologi criminal (breaking laws) adalah : 
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 
b. Teori-teori kriminologi dan 
c. Berbagai perspektif kriminologi. 
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Bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar 
hukum (reacting toward the breaking laws) antara lain : 3 
a. Teori-teori penghukuman 
b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan, baik 
berupa tindakan pre-emtif, preventif, reprensif, dan 
rehabilitative. 
3. Pembagian Kriminologi 
Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu : 
a. Kriminologi teoritis 
Secara teoritis kriminologi dapat dipisahkan kedalam lima 
cabang pengetahuan. Tiap-tiap begiannya memperdalam 
pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara 
teoritis. 
1) Antropologi Kriminal : 
Ilmu yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri 
khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut Lambroso 
ciri seorang penjahat diantaranya: tengkoraknya panjang, 
rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, 
dahunya moncong dan seterusnya. 
2) Sosiologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai 
gejala sosial. yang termasuk didalam kategori sosiologi 
criminal adalah : 
                                                             
3 Ibid. 
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a) Etiologi Sosial  
Ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya 
suatu kejahatan. 
b) Geografis 
Ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara 
letak suatu daerah dengan kejahatan. 
c) Klimatologis 
Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara 
cuaca dengan kejahatan 
3) Psikologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut 
ilmu jiwa. yang termasuk dalam golongan ini adalah : 
a) Tipologi 
Ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-
golongan penjahat. 
b) Psikologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari 
segi ilmu sosial. 
4) Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal 
Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang 
masih dirawat di rumah sakit jiwa. 
5) Penologi 
Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti 
dan faedah hukum. 
10 
Pelaksanaan hukuman telah banyak membawa kesuksesan berupa 
terjaminnya keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 
10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan dua macam 
hukuman yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman pidana mati, 
penjara, kurungan, denda dan hukuman tutupan; dan hukuman pidana 
tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang serta 
pengumuman keputusan hakim. 
Hukuman mati masih dicantumkan dalam KUHP, dengan maksud 
untuk mencegah adanya perbuatan pidana yang kelewatan batas atau 
minimal memberikan lampu merah kepada penjahat untuk tidak berbuat 
kejahatan yang luar biasa. Pencantuman hukuman pidana mati ini belum 
menemukan adanya persesuaian faham antara para sarjana, ada yang 
pro dan ada yang kontra.4 
a. Kriminologi Praktis 
Ilmu pengtahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan 
yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa 
kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang 
diamalkan (applied criminilogy). Cabang-cabang dari 
kriminologi praktis adalah: 5 
1) Hygiene Criminal 
Cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas 
faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya 
meningkatkan perekonimian rakyat, penyuluhan (guidance 




and counceling), penyediaan sarana oleh negara, dan 
lainnya. 
2) Politik Kriminal 
Ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya 
menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana 
agar dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk 
tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan 
hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan 
serta pembuktian; sedangkan untuk dapat memperoleh 
semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang 
bagaimanakah teknik sipenjahat melakukan kejahatan. 
3) Kriminalistik (police scientific) 
Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan 
penangkapan pelaku kejahatan. 
 
B. Kejahatan 
1. Pengertian Kejahatan 
Pengertian kejahatan sangat relatif (selalu berubah) baik ditinjau 
dari sudut pandang hukum, maupun dari sudut pandang masyarakat.6 
Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap perbuatan yang 
melanggar hukum pidana. Setiap perbuatan yang tidak melanggar aturan 
hukum pidana tidaklah dapat disebut kejahatan, walaupun perbuatan itu 
mengancam ketertiban sosial. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat 
                                                             
6 Ibid hlm.19 
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adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup 
didalam masyarakat.7 
Norma hukum adalah sejumlah aturan-aturan yang mengatur 
tingkah laku orang-orang yang dikeluarkan oleh pejabat publik, yang 
berlaku secara sama untuk semua kelas dan golongan dan disertai sanksi 
kepada pelanggar-pelanggarnya yang dilakukan oleh negara. 
Dengan memperhatikan definisi di atas, maka terlihat ada empat 
unsur pokok yang merupakan ciri khas hukum pidana, yaitu: 8 
a. Sifat politisnya, yakni peraturan-peraturan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 
organisasi buruh, gereja, sindikat dan lain-lainnya tidak dapat 
disebut hukum pidana meskipun peraturan tersebut sangat 
mengikat anggotanya dan mempunyai sanksi yang tegas. 
b. Sifat spesifiknya, yakni hukum pidana memberikan batasan 
tertentu untuk setiap perbuatan. Contohnya, dibedakan antara 
pencurian biasa dengan pencurian dengan pemberatan. 
c. Sifat uniform, yakni berusaha memberikan keadilan kepada 
setiap orang tanpa membedakan status sosial seseorang. 





                                                             
7 Ibid hlm. 17 
8 ibid 
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2. Unsur-Unsur Kejahatan 
Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh 
unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur 
tersebut adalah9: 
a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian(harm). 
b. Kerugian yang ada diatur di dalam baik didalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (dalam kodifikasi) maupun diluar 
kodifikasi. 
c. Harus adanya perbuatan (criminal act). 
d. Harus ada maksud jahat (criminan intent = mens rea). 
e. Ada peleburan antara maksud jahat dengan perbuatan jahat. 
f. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur dalam 
peraturan dengan perbuatan. 
g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
h. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
3. Klasifikasi Kejahatan 
Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa golongan berdasarkan 
beberapa pertimbangan. 10 
a. Motif Pelakunya 
Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya 
sebagai berikut: 
1) Kejahatan ekonomi (economy crime), contohnya 
penyelundupan. 
                                                             
9
 Ibid hlm. 19, penulis hanya menekankan tindak pidana di dalam kodifikasi padahal seharusnya 
termasuk juga perbuatan pidana yang diatur di luar kodifikasi. 
10 Ibid hlm. 23 
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2) Kejahatan seksual (sexual crime), contohnya perbuatan 
zina. 
3) Kejahatan politik (political crime), contohnya 
pemberontakan. 
4) Kejahatan lain-lain (miscelianeaous crime), contohnya 
penganiayaan. 
b. Berdasarkan Berat atau Ringannya Ancaman Pidananya. 
1) Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam 
buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain lain. 
Golongan ini dalam bahasa inggris disebut felony. 
Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana 
mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara. 
2) Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di 
dalam buku III KUHP, seperti saksi di depan persidangan 
yang memakai jimat pada waktu ia harus member 
keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukuman 
kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. 
Pelanggaran ini dalam bahasa inggris disebut 
misdemeanor. Ancaman hukumannya biasanya denda saja. 
c. Kepentingan Statistik 
1) Kejahatan terhadap orang (crime against persons), 
contohnya pembunuhan dan penganiayaan. 
2) Kejahatan terhadap harta benda (crime against property), 
contohnya pencurian. 
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3) Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public 
decency) contohnya perbuatan cabul. 
d. Kepentingan Pembentukan Teori. 
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. 
Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab 
kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik dan 
organisasinya dan timbulnya kelompok-kelompok yang 
mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. 
Penggolongannya adalah: 
1) Professional crime, kejahatan dilakukan sebagai mata 
pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu 
untuk profesi tersebut. Contohnya pembuat uang palsu. 
2) Organized crime, kejahatan yang terorganisir. Contohnya 
perdagangan narkoba. 
3) Occupational crime, kejahatan karena adanya kesempatan. 
Contohnya pencurian. 
e. Pakar Sosiologi 
1) Kejahatan kekerasan terhadap orang. 
2) Kejahatan harta benda karena adanya kesempatan. 
3) Kejahatan karena kedudukan atau jabatan. 
4) Kejahatan politik. 
5) Kejahatan terhadap ketertiban umum. 
6) Kejahatan konvensional. 
7) Kejahatan terorganisir. 
8) Kejahatan yang dilakukan sebagai profesi. 
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C. Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime) 
1. Definisi Cybercrime 
Pada masa awalnya, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan 
komputer. Mengenai definisi kejahatan komputer sendiri, sampai sekarang 
para sarjana belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari 
kejahatan komputer. Komputer dalam bahasa inggrispun masih belum 
seragam. Namun pada waktu itu, pada umumnya para sarjana lebih 
menerima pemakaian istilah “computer crime” oleh karena dianggap lebih 
luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.11 
The British Law Commission  mengartikan “computer fraud” 
sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun uang dilakukan 
dengan itikad buruk untuk memperoleh uang, barang atau keuntungan 
lainya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. 
Madeel membagi “computer crime” atas dua kegiatan yaitu12:  
a. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan 
penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud 
untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, 
kekayaan atau pelayanan. 
b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri sperti pencurian 
perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan. 
Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser 
paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer 
                                                             
11 Putlitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Naskah Akademis Kejahatan Internet 




sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli 
hukum terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan 
adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka 
fokus dari identifikasi terhadap definisi cybercrime  lebih diperluas lagi 
yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia internet/maya melalui 
sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen 
hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai cybercrime, tetapi sudah 
dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi 
informasi yang bersangkutan, sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan 
dari cybercrime  adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana 
dikatakan Nawawi Arief sebagai kejahatan mayantara. 
Oleh karena itu, pada dasarnya cybercrime meliputi semua tindak 
pidana yang berkenaan dengan sistem informasi, sistem informasi itu 
sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk 
penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya 
(transmitter/originator to reciptient).13 
2. Karateristik Cybercrime 
Globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan 
perubahan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada 
negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi 
itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena 
kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. 
Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum itu adalah sejauh 
                                                             
13 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime), (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2012), hlm. 11 
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mana hukum bisa seusai dengan peruahan tersebut dan bagaimana 
tatanan hukum itu agar tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat. Di 
samping itu, sejauh mana masyarakat dapat mengikat diri dalam 
perkembangan hukum agar ada keserasian antara masyarakat dan 
hukum supaya melahirkan ketertiban dan ketentraman yang diharapkan.14  
Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi 
informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya 
berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih 
besar daripada kejahatan konvensional. Berbeda dengan kejahatan 
konvensional, yang bercirikan sertidaknya terdiri dari beberapa hal, di 
antaranya penjahat bias siapa saja dan alat digunakan sederhana serta 
kejahatannya tidak perlu menggunakan suatu keahlian. Kejahatan 
dibidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai white colour crime 
karena pelaku cybercrime  adalah orang yang menguasai penggunaan 
internet beserta aplikasinya atau ahli dibidangnya. Selain itu perbuatan 
tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas 
Negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam 
kejahatan cyber  ini, yaitu white colour crime  dan transnational crime. 
Modern disini diartikan sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut 
sehingga pengungkapannya pun melalui saran yang canggih pula.
15
 
Perkembangan teknologi informasi termasuk internet di dalamnya 
juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di 
Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan 
                                                             
14
 Abdul Manan, Apek-aspek Pengubah Hukum, (Jakarta : Kencana, 2006) hal. 63-64 
15 Merry Magdalena dan Maswigrantoro Rous Setyandu, cyber law  tidak perlu takut, 
(Yogyakarta: Andi:2007)hlm. 28. 
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dengan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan perubahan sosial dan 
perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-
sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin 
tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta 
kebudayaannya atau mungkin hal yang sebaliknya.16 
Berdasarkan beberapa literature serta praktiknya, cybercrime  
memiliki beberapa karakteristik, yaitu:17 
a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak 
etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber 
(cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara 
mana yang berlaku terhadapnya. 
b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan 
apa pun yang terhubung dengan internet. 
c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun 
immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, 
kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar 
dibandingkan dengan kejahatan kovensional. 
d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet 
beserta aplikasinya. 
e. Perbuat tersebut sering dilakukan secara 
transnasional/melintasi batas negara. 
 
 
                                                             
16
 Budi Suhariyanto, Op. Cit., hlm 13 
17 Abdul Wahid dan M. Labib, Kejahaan Mayantara(cybercrime), (Bandung: Refika Aditama, 2005), 
hlm. 76. 
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3. Bentuk-bentuk Cybercrime 
Sesungguhnya banyak perbedaan di antara para ahli dalam 
mengklasifikasikan kejahatan komputer. Ternyata klasifikasi ini tersebut 
terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Untuk memudahkan klasifikasi 
kejahatan komputer tersebut, maka dari beberapa klasifikasi dapat 
disimpulkan:18 
a. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi 
komputer. 
b. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau software 
komputer. 
c. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk 
kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan 
pengelolaan atau operasinya. 
d. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer. 
e. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang 
berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya. 
Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang 
berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis 
utama komputer dan jaringan telekominikasi ini, dalam beberapa literatur 
dan praktiknya dikelompokan dalam beberapa bentuk antara lain:
19
 
a. Anauthorized acces to computer system and service 
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup 
kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, 
                                                             
18
 Ibit, hlm 67 
19 Didik M Arief Mansur dan Elisataris Ghukthom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, 
(Bandung:Refika Aditama), hlm. 9-10. 
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tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem 
jaringan komputer yang dimasukinya. 
b. Illegal contents 
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi 
ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan 
dapat dianggap melaggar hukum atau mengganggu ketertiban 
umum. 
c. Data forgery 
Merupakan dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai 
scriptless document melalui internet. 
d. Cyber espionage 
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet 
untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, 
dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network 
system) pihak sasaran. 
e. Cyber sabotage and exortion 
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan 
atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer 
atau sistem jaringan koputer yang terhubung dengan internet. 
f. Offence against intellectual property 
Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual 
yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah 
peniruan tampilan pada web page suatu sites milik orang lain 
secara illegal, penyiaran suatu informasi di internet yang 
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ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan 
sebagainya. 
g. Infrengments of privacy 
Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang 
merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini 
biasanya ditujukan terhadap keterangan seseorang pada 
formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang 
apabila diketahui orang lain akan merugikan korbannya secara 
materiil maupun immateriil seperti nomor kartu kredit, nomor 
PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya. 
Berdasarkan kriteria bentuk-bentuk kejahatan cyber  di atas, maka 
dapat diklasifikasikan lebih sederhana bentuk-bentuk kejahatan komputer 
dapat dikelompokan dalam dua golongan besar : penipuan data dan 
penipuan program. Dalam bentuk pertama, data yang tidak sah 
dimasukan ke dalam sistem atau jaringan komputer atau data yang sah 
yang seharusnya di entry  diubah menjadi tidak valid atau tidak sah lagi. 
Fokus perhatian pada kasus pertama ini adalah adanya pemalsuan 
dan/atau perusakan data input dengan maksud untuk mengubah output. 
Bentuk kejahatan yang kedua, yang relatif lebih canggih dan lebih 
berbahaya apabila seseorang mengubah program komputer baik 
dilakukan secara langsung di tempah komputer  tersebut berada maupun 
dilakukan secara remote melalui jaringan komunikasi data. Pada kasus ini 
penjahat melakukan penetrasi ke dalam sistem komputer dan selanjutnya 
mengubah susunan program dengan tujuan menghasilkan keluaran 
23 
(output) yang berbeda dari yang seharusnya, meski program tersebut 
memperoleh masukan (input) yang benar.20 
4. Cybercrime di Indonesia 
Peringkat Indonesia dalam kejahatan di dunia maya telah 
menggantikan posisi Ukraina yang sebelumnya menduduki posisi 
pertama. Indonesia menempati persentase tertinggi di dunia maya. Data 
tersebut berasal dari penelitian Verisign, perusahaan yang memberikan 
pelayanan intelejen di dunia maya yang berpusat di California, Amerika 
Serikat.21 Hal ini juga ditegaskan oleh Staf Ahli Kapolri Brigjen Anton 
Tabah bahwa jumlah cybercrime di Indonesia adalah yang tertinggi di 
dunia. Indikasinya dapat diihat dari banyaknya kasus pemalsuan kartu 
kredit dan pembobolan bank.22 
Kasus-kasus yang banyak aterjadi di Indonesia setidaknya ada tiga 
jenis berdasarkan modusnya yaitu:23 
a. Pencurian Nomor Kartu Kredit 
Menurut Rommy Alkatiry (Wakil Kabid Informatika KADIN), 
penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet 
merupakan kasus cybercrime  terbesar yang berkaitan dengan 
dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit 
milik orang lain memang tidak rumit dan bisa dilakukan secara 
fisik atau online. nama dan kartu kredit orang lain diperoleh di 
                                                             
20 Merry Magdalena dan Maswigrantoro Roes Setyady, Op. Cit., hlm.38 
21 Ade Arie Sam Indradi, carding-modus operandi, Penyifikan dan Penindakan, (Jakarta: Grafika 
Indah,2006), hlm. 1. 
22 Budi Suharianto, Op. Cit. hlm 17 
23 Ibit. Hlm 18 
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berbagai tempat yag melakukan transaksi pebayaran dengan 
kartu kredit dimasukan di aplikasi pembelian barang di internet. 
b. Memasuki, Memodifikasi, atau Merusak Homepage (Hacking) 
Menurut John. S. Tumiwa pada umumnya tindakan hacker 
Indonesia belum separah aksi di luar negri. Perilaku hacker 
Indonesia baru sebatas masuk ke suatu situs komputer orang 
lain yang ternyata rentan penyusupan dan memberitahukan 
kepada pemiliknya untuk berhati-hati. Di luar negeri hacker 
sudah memasuki sitem perbankan dan merusak data base 
bank. 
c. Penyerangan Situs atau email Melalui Virus atau Spamming  
Modus yang paling sering terjadi adalah mengirim virus melalui 
e-mail. Menurut R.M. Roy M. Suryo, di luar negeri kejahatan 
seperti ini sudah diberi hukuman yang cukup berat. Berbeda 
dengan di Indonesia yang sulit diatasi katena peraturan yang 
ada belum menjangkaunya. 
 
D. Judi Online  
1. Pengertian Judi Online 
Berkaitan dengan perumusan delik yang mempunyai beberaoa 
elemen, di antara para ahli mempunyai jalan pikiran yang berlainan. 
Sebagian besar berpendapat membagi element perumusan delik secara 
mendasar saja, dan ada pendapat lain yang mebagi elemen delik secara 
terperinci. Di antaranya unsur subjektif dan unsure objektif.  
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Unsur objektif dalam hal perumusan delik cybercrime mengalami 
beberapa terobosan dari sifat-sifat umum dari KUHP. Hal ini disebabkan 
kegiatan cyber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai 
tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang 
cyber  sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu 
dengan ukuran dan kualigikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek 
dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak 
kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan cyber adalah 
kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat bukti 
elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai 
melakukan perbuatan hukum secara nyata.24  
Dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas 
penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan benda tak 
berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan 
pidana. Dalam kenyataan kegiatan cyber  tidak lagi sederhana karena 
kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh wilayah suatu negara, yang mudah 
diakses kapanpun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada 
pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan 
transaksi, misalnya pencurian kartu kredit melalui pembelanjaan internet.25 
Para pengamat mengemukakan bahwa pendapatan dari perjudian 
yang resmi (legal gambling), yaitu perjudian secara tradisional di dunia 
nyata, mencapai kurang lebih $ 3 miliar setahun dalam tahun 1976. Pada 
1994, pendapatan dari perjudian secara resmi tersebut mencapai jumlah $ 
                                                             
24 Ibid. Hal. 103 
25 Penkelasan UU No. 11 tahun 2008 Paragraqf 5. 
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39 miliar per tahun. Suatu kenaikan jumlah yang luar biasa. Demikian 
besarnya minat masyarakat pencandu judi untuk berjudi. Pastilah apabila 
perjudian dimungkinkan dilakukan secara online, melalui internet, pasti 
perjudian akan berkembang dengan pesat. Memang demikianlah 
kenyataannya. Perjudian internet ternyata merupakan industri yang 
berkembang sangat pesat sejak kelahirannya. Diperkirakan oleh para 
pengamat bahwa perjudian internet akan menjadi industri yang mencapai 
nilai $ 10 miliar.26 
Perjudian merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur 
dalam KUHP.  Berbeda dengan Negara lain dimana perjudian merupakan 
perbuatan legal. Adapun ketentuan tentang perjudian diatar pada Pasal 
303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  
Bunyi Pasal 303 adalah: 
a. Diancam dengan pidana paling lama delapan bulan atau denda 
paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat 
izin; [berdasarkan UU nomot 7 tahun 1974, jumlah pidana 
penjara telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi 
25 juta rupiah] 
1) Dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan 
untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau 
dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk 
itu; 
                                                             
26 Sutan Remy Syahdeni, Kejahatan dan tindak pidana komputer, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 
2009). Hlm. 170 
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2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan 
kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan 
sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan 
tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan 
adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; 
3) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai 
pencarian. 
b. Kalau yang bersalah, melakukan tersebut dalam menjalankan 
pencariannya makan dapat dicabut haknya untuk menjalankan 
pencariannya itu. 
c. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di 
mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung 
tergantung pada peruntungan belaka, juda karena 
permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk 
segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau 
permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka 
yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala 
pertaruhan lainnya. 
Bunyi Pasal 303 bis adalah : 
 Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau paling 
banyak denda sepuluh juta rupiah; 
1) Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang 
diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut 
Pasal 303; 
2) Berangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan 
umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat 
dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan 
itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. 
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Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak 
adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari 
pelanggaran-pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 
enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah. Pasal 303 
bis diambil dari Pasal 542 dengan beberapa perubahan berdasarkan 
Undang-Undanga Nomor 7 Tahun 1974] 
2. Delik Perjudian Online 
Dalam hal maraknya perjudian di internet, Indonesia tidak lupa pula 
untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif 
yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: 
“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki 
muatan perjudian.” 
 
Ancaman pidana Pasal 27 ayat (2) bersumber pada Pasal 45 ayat 
(1), yang berbunyi: 
“setiap orang yang memenuhi unsure sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana 
dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dendap 
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” 
 
Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat diuraikan menjadi 
beberapa unsur, yaitu: 
a. Unsur subjektif berupa kesalahan, sebagaimana tercantum 
dengan kata “dengan sengaja”; 
b. Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata 
“tanpa hak”; dan 
c. Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata-kata 
“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau 




E. Pengertian Anak Nakal dan Hak-haknya 
1. Pengertian Anak Nakal 
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber 
daya manusia yang merupkan potensi dan penerus cita-cita perjuangan 
bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus 
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, 
selaras dan seimbang. 
Pengertian anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 adalah dalam orang yang perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun 
dan belum pernah menikah. Batas umur anak ini kemudian diganti setelah 
putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Februari 2011  yaitu anak 
yang bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana hanya anak yang 
sudah berumur 12 tahun. Jadi pengertian anak yang dapat dikenai sanksi 
secara pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun sampai 17 tahun 
dan belum berumur 18 tahun dan belum kawin. 
Pengertian anak nakal (juvenile delequency) menurut UU No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah: 
a. Anak yang melakuan tindak pidana, atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi 
anak, baik menurut peraturan perUndang-Undangam maupun 
menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam 
masyarakat yang bersangkutan. 
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2. Hak-hak Anak Nakal dalam Pengadilan Anak 
a. Tahap Pemeriksaan 
Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana 
kekeluargaan dan wajib meminta saran dari pembimbing 
kemasyarakatan bila perlu dari Ahli Agama, Psikiatri. Anak 
nakal berhak mendapat bantuan satu orang atau lebih 
penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. 
b. Tahap Persidangan 
1) Sidang tertutup untuk umum hanya dihadiri oleh anak yang 
bersangkutan, orang tua/wali/orang tua asuh, penasehat 
hukum dan pembimbing kemasyarakatan atau orang 
tertentu atas izin hakim. Sidang dapat terbuka bila ada 
faktor tertentu. 
2) Hakim, Penuntut Umum, Penyidik tidak memakai toga atau 
pakaian dinas. 
3) Hakim tidak majelis kecuali ada hal lain 
c. Pidana dan Tindakan terhadap anak 
Pidana yang dijatuhkan kepada anak yaitu pidana pokok 
berupa, pidana penjara maksimal 10 tahun, pidana kurungan, 
pidana denda atau pidana pengawasan. 
Pidana tambahan terhadap anak yaitu berupa perampasan 
barang tertentu dan atau pebayaran ganti rugi. Pidana penjara 
yang dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum. 
Sementara itu tindakan yang dapat diberikan adalah 
31 
pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. 
Menyerahkan kepada negara, untuk mengikuti pendidikan, 
pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada 
departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang 
bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, latihan kerja 
3. Faktor Penyebab Kenakalan Anak 
Dalam memahami teori perilaku kenakalan anak (yang apabila 
dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan), tidak dapat melepaskan 
diri dari teori perilaku jahat pada umumnya. Banyak teori yang 
memberikan pemahaman tentang latar belakang perilaku kejahatan pada 
umumnya, namun ada dua teori yang akan sangat membantu dalam 
kaitan dengan pemahaman tentang tingkah polah kenakalan yang 
dilakukan oleh anak, yaitu Teori differentian association dan Teori Control 
Social. 
a. Teori Differentian Association 
Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya 
melandaskan diri pada proses belajar. Sutherland menjelaskan 
proses terjadinya perilaku kenakalan/delinkuensi dengan 
mengajukan 9 preposisi: 27 
1) perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara 
negative. 
2) dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu 
proses komunikasi. 
                                                             
27 Nashriana, Hukum Pidana Anak, Universitas Sriwijaya, 2009, hal. 36-37   
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3) belajar pada kelompok personal yang intim. 
4) yang dipelajari meliputi : tekhnik melakukan, motif, 
dorongan, alasan pembenar termasuk sikap. 
5) arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-
definisi dari peraturan hukum. 
6) menjadi delinkuen karena ekses dari pola pikir yang melihat 
hukum sebagai membei peluang dilakukannnya kejahatan. 
7) bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas, serta 
intensiitasnya. 
8) pembelajaran diperoleh melalui hubungan dengan pola-
pola kejahatan. 
9) perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan 
nilai-nilai umum. 
Selain teori di atas, Teori Kontrol Sosial juga dapat dijadikan dasar 
dalam memahami latar belakang kenakalan anak. Teori yang diterbitkan 
oleh Hirschi ini berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di 
dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama 
kemungkinannya untuk menjadi “baik” atau “jahat”. Baik dan jahatnya 
seseorang tergantung pada masyarakatnya. Artinya, masyarakatlah yang 
membentuk ia menjadi baik atau menjadi jahat, dan ikatan sosial (social 
bound) dipandang sebagai pencegah timbulnya perilaku yang 
menyimpang.28 
 
                                                             
28 Ibid, hlm. 41-43 
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F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan 
oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-
usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kecahata secara pre-emtif 
adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-
norma tersebut terinternalisasikan dalam diri seseorang. Meskipun ada 
kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada 
niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. 
Jadi dalam usah pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada 
kesempatan. Cara pencegahan ini berasai dari teori NKK, yaitu; Niat + 
Kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya ditengah malam pada saat 
lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan 
mematuhi aturan lalulintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada 
polisi yang berjaga. Hal itu selalu terjadi dibanyak Negara seperti 
Singapura, Sydney, dan kota besar laiinya di dunia. Jadi dalam upaya pre-
emtif faktor niat tidak terjadi.29 
2. Preventif 
Upaya preventif adalah upaya pencegahan seseorang untuk 
melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan. Upaya preventif  ini 
menekankan kepada menghilangkan  kesempatan seseorang untuk 
melakukan pelanggaran atau kejahatan. Contohnya dengan memasang 
kamera CCTV pada mini market sehingga seseorang ketika hendak 
melakukan pencurian di mini market tersebut mengurungkan niatnya. 
                                                             
29 A. S. A. Op. Cit. hlm. 80. 
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3. Represif 
Represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya 
pelanggaran atau kejahatan (tindak pidana).  Tindakan represif 
menekankan kepada sanksi yang diberikan kepada pelanggar atau 







A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data yang aktual dan lengkap maka penulisan 
karya ilmiah atau skripsi harus diawali dengan penelitian. Namun 
sebelumnya terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi obyek dan 
subyek penelitian yang mempunyai hubungan atau relevansi langsung 
dengan pokok permasalahan yang akan ditulis. Karena yang menjadi 
objek penelitian disini adalah perjudian On-line yang dilakukan oleh anak 
di Kota Makassar, maka yang menjadi subjek penelitian adalah anak yang 
menggunakan internet untuk bermain judi dan pihak polisi Poltabes 
Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber data 
Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam 
penulisan  skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan 
metode wawancara atau interview  para anak yang bermain judi 
online dan pihak Poltabes Makassar atau orang yang ada kaitanya 
atau relevan dengan pokok permasalahan. 
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2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan 
penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, peraturan 
perundang-undangan,dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok 
materi pembahasan. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
 Data atau informasi diperoleh penulis dengan mengadakan 
penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca dan menelaah 
berbagai bahan pustaka yang ada hubunganya dengan topik 
pembahasan, baik berupa peraturan perUndang-Undangan maupun buku-
buku. 
2. Penelitian lapangan (Field Research) 
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke 
lapangan melakukan observasi dan interview dengan pihak-pihak yang 
terkait dengan masalah yang menjadi materi pembahasan. 
a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung 
terhadap permasalahan perjudian online yand dilakukan oleh 
anak dari pihak-pihak yang berkaitan dengan topik 
permasalahan. 
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b. Interview, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan 
Kasatreskrim Poltabes Makassar, Anak yang mengetahui 
tentang permasalahan yang akan diteiliti. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh, baik data primer maupun data 
sekunder,kemudian disusun dan diklasifikasikan serta dianalisis dan ditulis 
secara  deskriptif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Analisis Modus Operandi Kejahatan Perjudian Online 
Modus operandi adalah pola suatu kejahatan dilakukan, dalam kata 
lain dapat diartikan bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana. Modus 
operandi ini bermacam-macam tipenya. Ada yang masih dilakukan 
dengan cara konvensional ataupun dengan cara tersistematis. 
Dalam penelitian modus operandi kejahatan perjudian online ini, 
penelis mewawancarai dua orang informan yang telah bermain judi online 
dalam waktu yang lama, serta mengerti bagaimana modus operandi dari 
perjudian online  itu sendiri. Adapun informan yang diwawancarai adalah 
AF (24 tahun) dan AS (22 tahun) 
Berdasarkan hasil wawancara penulis, modus operandi kejahatan 
perjudian online dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan 
transaksinya, yaitu : 
1. Perjudian online dengan sistem transaksi langsung 
Modus operandi transaksi langsung ini adalah perjudian online 
yang dilakukan oleh pejudi menggunakan aplikasi permainan di dunia 
maya yang sifatnya sama dengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia 
nyata. 
Aplikasi  di internet yang digunakan pejudi ini tentu tidak dapat 
ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah 
aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judi 
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didalamnya. Tapi bukanlah kejahatan namanya apabila tidak 
memanfaatkan kelemahan yang ada pada sistem penegakan hukum ini. 
Permainan yang seharusnya hanya untuk menghibur diri ini 
disalahgunakan untuk bermain judi.  
Aplikasi yang digunakan untuk bermain judi ini ada bermacam-
macam, tapi penulis hanya akan mengambil salah satunya saja, yaitu 
Aplikasi Zynga Poker. Aplikasi ini menggunakan sistem yang sama 
dengan judi poker pada umumnya, tapi pada aplikasi ini tidak terdapat 
taruhan antara pemain dengan pemain. Mata uang yang digunakan pada 
permainan ini biasa disebut dengan “chip”. Chip ini didapat dengan 
berbagai cara, baik dari bonus harian, bermain layaknya permainan poker, 
atau membeli chip langsung ke administrator aplikasi permainan tersebut 
(selanjutnya disebut admin).  Untuk memiliki chip yang banyak tentu 
taruhan menggunakan bonus harian yang biasanya kecil ini harus 
memakan waktu yang banyak, sehingga untuk menaikan nilai taruhan 
pemain hanya memiliki dua cara, yaitu dengan membeli chip dari 
administrator aplikasi game tersebut atau dengan cara membeli langsung 
dari pemain yang memiliki banyak chip yang pastinya lebih murah 
dibanding dengan membeli langsung ke admin permainan tersebut, 
walaupun pembelian chip dari pemain lain ini merupakan sebuah 
pelanggaran peraturan dalam permainan tersebut. dari sinilah perjudian 
online ini berawal. 
Perjudian jenis ini mulai marak terjadi pada awal tahun 2008. Pada 
awalnya perjudian online  hanya menjadi permainan beberapa orang saja, 
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namun seiring waktu berkembang menjadi besar karena besarnya minat 
orang terhadap jenis permainan ini dan untung yang diharapkan. Bahkan 
berkembang lebih besar lagi sehingga ada beberapa oknum yang menjadi 
bandar judi pada jenis perjudian ini. Perjudian jenis ini berkembang seiring 
dengan berkembangnya jejaring sosial facebook (permainan zynga poker 
merukapan permainan yang berkembang di facebook). 
2. Perjudian online dengan sistem deposit 
Jenis perjudian online ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian 
ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan 
bererdar di dunia maya. Para pemain judi online  ini mengirim dana ke 
rekening admin dan dana yang dikirimkan ini akan dikonversikan dalam 
bentuk mata uang dalam permainan. Jenis perjudian online ini lebih 
diminati karena memang bertujuan untuk judi. 
Perjudian jenis ini sangat tersistematis karena mereka 
menggunakan metode yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga 
para pemain merasa lebih aman dalam bermain judi online jenis ini. 
Adapun tahapan perjudian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu : 
a. Pendaftaran account  
Pada tahap ini pemain judi online jenis ini mendaftar pada 
menu regristasi yang telah disiapkan. Biasanya para pemain 
harus mengisi beberapa data yang dapat dipalsukan, tetapi ada 
beberapa data yang harus valid seperti nomor rekening, nama 
pengguna dan identitas lainnya.  
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b. Deposit dana 
Pada tahap ini pemain diharuskan mengirimkan dana ke nomor 
rekening admin yang dicantumkan di website  judi online 
tersebut. dana yang dikirimkan ini bisa dikirim lewat mesin ATM 
atau langsung dikirim menggunakan jasa teller di bank-bank 
rekening admin. Setelah dikirimkan maka pemain judi akan 
membuka website dan melakukan pengisian data deposit yang 
biasanya berisi waktu deposit, bank dan nomor seri pengiriman 
atau bisa melakukan chat langsung dengan teller  
permainannya. 
c. Perjudian 
Pada tahap ini pemain bermain sesuai judi online  yang 
diminatinya, dua jenis judi yang paling diminati adalah judi 
poker dan judi bola. Pada judi poker biasanya bandar 
mengambil keuntungan dua persen dari masing-masing 
kemenangan. Sedangkan pada judi bola bandar mengambil 
keuntungan dari pemasangan pemain yang salah prediksinya. 
d. Pencairan dana 
Pencairan dana oleh pemain dapat dilakukan kapan saja dan 
dimana saja. Pemain yang memenangi taruhannya dapat 
melakukan chat dengan teller permainan tersebut dan 
mengintruksikan untuk mengkonversikan dana yang mereka 
miliki di dunia maya ke dunia nyata dengan mengirimkan dana 
ke rekening yang bersangkutan. 
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B. Faktor-faktor Penyebab Kejahatan Perjudian Online yang 
Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar. 
Perjudian online sudah menjadi isu umum di kalangan masyarakat. 
Para pemainpun bukan saja berasal dari kalangan orang dewasa saja, 
tetapi juga anak. Hal ini tentu sangat menghawatirkan, tidak bisa 
dibayangkan bagaimana masa depan bangsa ketika anak-anak ini telah 
terjerumus dalam kejahatan perjudian online ini. 
Masa anak-anak adalah masa yang rawan untuk melakukan 
sebuah perbuatan yang tanda disadari adalah sebuah kejahatan. Hal ini 
dikarenakan pada masa ini rasa keingintahuan anak-anak sangatlah 
besar. Dapat dibayangkan bagaimana repotnya para orang tua mendidik 
anak di kota besar seperti di Makassar. Dimana terlalu bebasnya 
informasi-informasi yang beredar, sehingga anak dengan mudah 
mendapatkan informasi-informasi yang buruk dan mengakibatkan anak 
dengan mudah melakukan kejahatan.  
Anak di kota besar seharusnya selalu diawasi oleh orang tua. Sifat 
induvidualisme dikota besar menyebabkan anak tidak ragu lagi untuk 
melakukan sebuah kejahatan. Pendidikan sekolah juga tidak terlalu 
memperhatikan perilaku anak, melainkan hanya memberi pelajaran yang 
sifatnya keilmuan. Sehingga peran orang tualah sebagai orang terdekat 
yang dapat memberikan pendidikan moral kepada si anak tersebut 
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan sepuluh anak yang 
bermain judi online. Adapun narasumber yang dikumpulkan adalah anak 
yang berusia diatas 12 tahun sampai berumur 17 tahun dan belum 
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berumur 18 tahun serta belum menikah yang bertempat tinggal di Kota 
Makassar. Adapun anak yang menjadi responden ada sepuluh orang yang 
terdiri dari 7 laki-laki dan 3 perempuan, adapun nama-nama para informan 
(disingkat dengan inisial) adalah berikut : AN (14 tahun), MF (13 tahun), 
FY ( 13 tahun), MG (14 tahun), MR (15 tahun), RZ (14tahun), CL ( 14 
tahun), AI (12 tahun), MF (14 tahun) dan MA ( 17 tahun). Ada pun data 
yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 















An 3juta/bulan Ikut-ikutan Tidak tahu Warnet/ 
rumah 
Internet 
Mf 4juta/bulan Ikut-ikutan Tidak tahu Warnet/ 
rumah 
Teman 
Fy 7juta.bulan Menenangkan 
diri 
Tidak tahu Warnet/ 
rumah 
Teman 
Mg 11juta/bulan Ikut-ikutan Tidak tahu Rumah Teman 
Mr 5juta/bulan Hobi Tidak tahu Warnet Kakak 
Rz 4juta/bulan Diajak teman Tidak tahu Rumah Teman 
Cl 3,5juta/bulan Hobi Tidak tahu Rumah Teman 
Ai 6juta/bulan Kebiasaan Tidak tahu Rumah Orang tua 
Mf 6juta.bulan Hobi Tidak tahu Warnet Teman 
Ma 10juta/bulan Hobi Tidak tahu Warnet Internet 
Sumber : Data Primer hasil wawancara dengan informan di Kota 
Makassar 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor dominan penyebab 
terjadinya kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak di Kota 
Makassar adalah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh bagi 
perilaku anak, karena anak masih memiliki dalam proses mencari jati diri. 
Maka ini seuai dengan teori yang diterbitkan Hirschi yang menganggap 
bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan menjadi 
baik atau jahat. Baik dan jahatnya seseorang tergantung pada 
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masyarakatnya. Jadi masyarakatlah yang membentuk seseorang menjadi 
jahat atau baik. 
Selain faktor lingkungan, faktor penyebab anak bermain judi online 
di Kota Makassar adalah faktor keluarga dan Internet (teknologi informasi). 
Keluarga yang seharusnya menjadi pendidik utama dalam perkebangan 
mental anak malah menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan judi 
online. Ini tentu saja sangan memprihatinkan. Perkembangan teknologi 
Juga mengambil peranan penting dalam perkembangan mental anak. 
Salah satunya dengan media sosialnya. Indonesia adalah pengguna 
Facebook terbanyak di dunia. Yaitu berjumlah 47.166.080 pengguna30. 
Dari table diatas juga dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi 
bukanlah menjadi faktor penyebab secara langsung, karena berdasarkan 
pendapatan orang tua. Mereka bukanlah tergolong anak kurang mampu. 
Dalam menguraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan 
perjudian online yang dilakukan oleh anak, penulis membagi 2 faktor 
secara garis besar : 
1. Faktor Internal 
Faktor internal adalah faktor yang menjadi penyebab anak 
melakukan kejahatan perjudian online yang berasal dari dalam diri anak 
itu sendiri. Adapun beberapa faktor internal adalah : 
a. Rasa keingintahuan 
Rasa keingintahuan pada anak sangatlah besar, sehingga anak 
cenderung selalu mencoba hal-hal baru walaupun mereka tahu bahwa hal 
                                                             
30 http://www.sosialbakers.com/facebook-statistics/ diakses pada tanggal 3 mei 2014 pukul 
18.43) 
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tersebut adalah sebuah perilaku yang tidak baik. Dari semua informan 
yang penulis wawancara, mereka sadar bahwa perjudian online yang 
mereka lakukan bukanlah suatu perilaku yang baik. Tetapi karena 
perasaan keingintahuan lebih besar, maka mereka melakukan perjudian 
online ini. 
b. Kehendak ingin bebas 
Kehendak ingin bebas adalah merupakan salah satu sifat alamiah 
manusia. Setiap manusia tentu ingin memiliki kebebasan untuk melakukan 
apapun yang mereka inginkan, apalagi anak. Anak selalu menganggap 
aturan adalah sesuatu yang mengekang kehendak ingin bebas mereka, 
sehingga anak memiliki kecenderungan lebih besar melakukan sebuah 
pelanggaran atau kejahatan. 
2. Faktor Eksternal 
Faktor eksternal adalah faktor penyebab anak melakukan sebuah 
kejahatan atau pelanggaran berasal dari luar diri mereka. Faktor eksternal 
penyebab anak melakukan kejahatan perjudian online adalah : 
a. Faktor keluarga 
Keluarga adalah tempat pertama anak mempelajari segala hal. Di 
dalam keluargalah anak mengenal cinta, kasih sayang, simpati, loyalitas, 
ideologi, bimbingan, agama dan pendidikan. Peran keluarga sangatlah 
penting bagi pertumbuhan mental anak, pembentukan watak dan menjadi 
unit sosial terkecil yang merupakan fondasi utama bagi perkembangan 
anak.  
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Faktor keluarga inilah yang menjadi salah satu penyebab anak 
melakukan kejahatan perjudian online. Dua dari sepuluh informan yang 
diwawancarai mengatakan bahwa mereka mengenal dan tertarik bermain 
judi online ini dari keluarganya. Dalam hal ini kakak dan ibu mereka. Tentu 
hal ini sangatlah memprihatinkan, karena keluarga yang seharusnya 
menjadi pendidik utama bagi anak untuk melakukan hal-hal baik, malah 
menjadi penyebab anak mengenal dan bermain perjudian online. 
b. Faktor Lingkungan 
Lingkungan merupakan tempat yang sangat berpengaruh bagi 
perkembangan jiwa anak. Lingkungan dapat memberikan dampak positif, 
tetapi tidak jarang pula memberikan dampak negatif bagi jiwa anak. 
Lingkungan yang baik tentu memberikan dampak positif. 
Faktor lingkungan adalah faktor terbesar penyebab anak 
melakukan sebuah pelanggaran atau kejahatan. Enam dari sepuluh anak 
mengatakan bahwa mereka mengenal perjudian online tersebut dari 
teman-teman bergaul mereka. 
c. Faktor Teknologi Informasi 
Indonesia merupakan pengguna terbanyak media sosial facebook 
dan media sosial lainnya. Tentu hal ini pada saat sekarang menjadi salah 
satu faktor yang mempengaruhi jiwa anak.  Internet dapat berpengaruh 
baik tapi juga dapat berpengaruh buruh. Berpengaruh baik apabila anak 
menggunakan internet sebagai sarana belajar dan hal-hal positif lainnya. 
Tatapi berpengaruh buruk apabila digunakan untuk tujuan yang buruk juga 
salah satunya bermain judi online. 
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Dua dari sepuluh informan yang diwawancarai mengatakan mereka 
mengenal judi online dari internet lebih tepatnya dari media sosial 
facebook. Kebebasan mereka untuk mengakses internet dari manapun 
dan kapanpun juga menjadi salah satu penyebab. Karena anak dapat 
bermain judi online tanpa harus takut diketahui orang tua atau pun 
penegak hukum.  
Oleh karena itu agar anak jangan sampai terpengaruh pada hal-hal 
buruk dari lingkungan maupun internet. Anak harus diberikan pendidikan 
dan perhatian serta ajaran agama yang baik. 
 
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Perjudia Online  yang 
Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar 
Dalam ensiklopedia Indonesia judi diartikan sebagai suatu kegiatan 
pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, 
permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. 31 
dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa judi online. Adalah 
kegiatan perjudian yang dilakukan secara online (menggunakan fasilitas 
internet). Pada penelitian ini upaya penanggulangan judi online di kota 
Makassar, penulis mewawancarai AKP Ahmad Canggi yang menjabat 
sebagai Kepala Unit Pidana Umum satuan Reserse Kriminal Polrestabes 
Makassar dan mengambil data dari beberapa literatur.  
Menurut AKP Ahmad Canggi  bahwa bagian reserse criminal 
polrestabes Makassar belum pernah menangani kasus perjudian online di 
Kota Makassar, hal ini dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan barang 
bukti serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi 
                                                             
31  Ensiklopedia Nasional Indonesia , halaman 474 
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terkait kejahatan perjudian online di Makassar. Pihak Polrestabes sendiri 
dalam hal ini diwakili oleh unit Reserse Kriminal selalu meakukan rutinitas 
razia dan pemantauan terhadap tempat-tempat yang diduga atau 
berpotensi terjadiannya suatu tindakan pidana perjudian online ini. Pernah 
dilakukan sebuah razia di sebuah warung internet, hal ini menanggapi 
laporan masyarakat terkait terjadinya perjudian online di warung internet 
tersebut, tetapi ketika pihal polisi datang, tidak didapatkan barang bukti 
satupun, hal ini menurutnya terjadi karena mudahnya para tersanggka 
kejahatan perjudian online ini menghilangkan barang bukti. Hal lain yang 
juga menghampat pelaksanaan perjudian online ini adalah mudahnya 
para pelaku kejahatan mendapatkan akses internet sehingga kejahatan ini 
dapat dilaksanakan kapan dan dimana saja.  
Setalah Mengetahui faktor-faktor yang menghambat penanganan 
kejahatan perjudian online ini, tentu upaya yang dapat untuk 
menanggulangi perjudian online yang dilakukan oleh anak adalah 
pelajaran moral yang diberikan oleh orang tua, meningkatkan kualitas 
individu aparat penegak hukum (polisi) serta menumbuhkan kesadaran 
dan kepedulian serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi 
kepada pihak yang berwenang.  
Upaya penanggulangan kejahatan perjudian online terdiri dari 
beberapa cara : 
1. Upaya Pre-Emtif 
Upaya pencegahan ini adalah upaya pencegahan secara dini yang 
dilakukan mencari akar masalah melalui kegitan edukatif dengan sasaran 
mempengaruhi masyarakat untuk tidak berniat melakukan kejahatan 
perjudian online tersebut.  
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Upaya Pre-Emtif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan 
perjudian online ini merupakan peran semua anggota masyarakat, karena 
menurut para anak pelaku kejahatan perjudian online ini, mereka tahu 
bahwa perjudian online merupakan sebuah perbuatan yang buruk tetapi 
mereka tidak mengetahui bahwa judi online yang mereka lakukan 
merupakan sebuah tindak pidana dan dapat dihukum penjara. Tapi pada 
kenyataannya dari seluruh informan yang penulis wawancara. Tidak ada 
satupun yang mengetahui tentang adanya aturan yang mengatur tentang 
perjudian online ini (UU ITE). Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya 
pre-emtif tidak berjalan sebagaimana mestinya. 
2. Upaya Preventif 
Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk 
menghilangkan kesempatan untuk melakukan sebuah kejahatan. Upaya 
ini adalah tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang tidak maksimal yang 
menyebabkan timbulnya niat untuk melakukan sebuah kejahatan. 
Telah berbagai cara dilakukan pihak kepolisian RI. Menurut Kapolri 
Jenderal (Pol) Sutarman, Kepolisian terus memantau situs judi online yang 
berkembang di Indonesia. Iya menyebutkan ratusan situs judi online telah 
terdeteksi, kepolisian telah memblokir semua nomor rekening yang terlibat 
dalam transaksi perjudian tersebut.
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Dalam kasus perjudian online ini, dari hasil wawancara penulis 
dengan para anak yang melakukan perjudian online mereka merasa 
bebas untuk melaksanakan kegiatan bermain judi online ini. Hal ini 






dikarenakan para anak dapat bermain di rumah maupun di tempat umum.  
Dan permainan judi online yang dilakukan oleh anak ini pada dasarnya 
bukanlah permainan yang diperuntukan untuk judi, tetapi disalah gunakan 
untuk melakukan kegiatan perjudian. 
3. Upaya Reprensif 
Upaya ini adalah upaya yang dilakukan ketika upaya pre-emtif 
maupun upaya preventif tidak dapat mencegah terjadinya suatu 
kejahatan. Sehingga upaya reprensif harus dilakukan yaitu penindak tegas 
para pelaku kejahatan.  
Berdasarkan wawancara penulis dengan AKP Ahamd Canggi, 
bahwa sejak UU ITE dikeluarakan, belum pernah pihak polrestabes 
menangani kasus perjudian online di kota Makassar, berdasarkan ini 
dapat disumpulkan bahwa belum ada tindakan reprensif yang dilakukan 
penegak hukum dikota Makassar. 
Satu satunya tindakan reprensif yang dilaksanakan adalah tindakan 
yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK) memblokir 119 rekening di empat Bank yang diduga terlibat 
penipuan dan perjudian online. Seluruh rekening yang diblokir 
menggunakan tipilogi new payment method (NPM) untuk pencucian 
uang.
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 Tetapi tetap saja hal ini tidak berpengaruh terhadap anak yang 
bermain judi bukan dengan menggunakan rekening, melainkan dengan 
transaksi langsung 






Menurut W.A. Bonger, seorang ahli kriminologi, mengatakan bahwa 
mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik 
penjahat menjadi orang baik kembali.34 Oleh karena itu belum terlambat 
untuk menanggulangi kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh 
anak, asalkan melibatkan semua unsur terkait terutama peran orang tua 
untuk memperhatikan anaknya, karena sekarang banyak sekali orang tua 




                                                             
34 W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Terjemahan R.A. Koesnoen, (Jakarta: Penerbit 






Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan 
berdasarkan rumusan masalah dari hasil penelitian dan pembahasan 
yakni sebagai berikut: 
1. Modus Operandi dari perjudian online sekarang ini ada dua 
metode, yaitu perjudian online dengan sistem tunai dan 
perjudian online dengan sistem deposit. 
2. Faktor-faktor penyebab kejahatan perjudian online yang 
dilakukan oleh anak di Kota Makassar terbagi atas dua garis 
besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal 
3. Upaya penanggulanan  kejahatan perjudian online  yang 
dilakukan oleh anak di Kota Makassar terdiri dari 3 upaya, yaitu : 
pre-emtif, preventif dan reprensif 
 
B. Saran 
Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan penulisan 
skripsi ini, sebagai berikut 
1. Banyaknya warga yang tidak mengetahui tentang UU ITE 
menyebabkan mereka tidak menyadari perbuatan yang mereka 
lakukan akan mendapatkan sanksi pidana. Sehingga untuk 
menanggulangi perjudian online yang dilakukan oleh anak ini 
seharusnya para pihak terkait selalu memberikan sosialisasi 
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